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ABSTRAK 

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting di era saat ini, tanah memiliki 

posisi yang sakral karena memiliki nilai religius magis yang menghubungkan 

antara riwayat tanah dengan sejarah luhur. Terlebih mengenai tanah bekas milik 

adat, tanah tersebut sampai saat ini masih di akui keberadaannya meskipun 

sudah tidak relevan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis mengenai status dan kedudukan tanah bekas 

hak milik adat saat ini jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta untuk menganalisis 

mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan pendaftaran 

tanah terkait tanah bekas hak milik adat. Metode penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian normative, dengan jenis pendekatan perundang-undangan, 

menggunakan jenis bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan data 

melalui penelitian Pustaka, dan menggunakan metode penarikan kesimpulan 

deduktif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanah bekas milik adat masih 

diakui keberadaannya namun karena kebutuhan system administrasi yang baik, 

perlu diadakannya penyesuaian data pendaftaran tanah, dan jika tanah bekas 

milik adat tidak segera didaftarkan maka tanahnya akan kembali ke negara. 

PPAT merupakan pejabat umum yang dipercaya dapat menjalankan tugas 

jabatannya menjadi perpanjangan tangan dari negara untuk menyelesaikan 

permasalahan pendaftaran dan pemeliharan data pertanahan, sehingga dalam 

hal ini PPAT menjadi pejabat yang dipercaya memberikan jasa hukum untuk ikut 

membantu masyarakat dalam mendaftarkan tanah bekas adat yang mereka 

miliki. 

Kata Kunci: Agraria; Penjabat Pembuat Akta Tanah; Pendaftaran Tanah; Tanah 

Adat;  
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Abstract 

Land is a very important requirement in the current era, land has a sacred 

position because it has a magical religious value that connects the history of land 

with noble history. Especially with regard to former Adat land, the existence of 

this land is still recognized even though it is no longer relevant to the applicable 

laws and regulations. The purpose of this study is to analyze the current status 

and position of former Adat land when viewed through Law Number 5 of 1960 

concerning Basic Agrarian Regulations, as well as to analyze the role of Land 

Deed Making Officials (PPAT) in carrying out land registration related to former 

Adat land properties. This research method uses a type of normative research, 

with a type of statutory approach, uses a type of secondary legal material, 

collects data through library research, and uses a deductive conclusion method. 

The results of this study confirm that the former Adat land is still recognized, but 

due to the need for a good administrative system, it is necessary to adjust land 

registration data, and if the former Adat land is not registered immediately, the 

land will return to the state. PPAT is a public official who is entrusted with 

carrying out his duties as an extension of the state to resolve problems with 

registration and maintenance of land data, so that in this case the PPAT becomes 

an official who is entrusted with providing legal services to assist the community 

in registering the former Adat land they own. 

Keywords: Agrarian; Land Deed Making Officials; Land Registration; Adat Land. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Era Reformasi menghendaki perubahan-perubahan, termasuk 

didalamnya perubahan dibidang hukum, lebih khusus dibidang 

hukum agraria atau pertanahan. Tuntutan reformasi di bidang hukum 

agraria terus bergulir dan terus dilakukan oleh masyarakat, namun 

pemerintah hingga sampai saat ini masih mempertahankan 

keberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria dengan melakukan 

upaya penyesuaian dengan kondisi yang berkembang di era 

reformasi sekarang ini.1 

Tanah merupakan benda yang memegang peranan penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. Tanah adalah salah satu kebutuhan 

pokok manusia yang mempengaruhi eksistensi tiap individu, karena 

setiap manusia membutuhkan tempat untuk menetap, tidak 

mengherankan jika kita sering mendengar bahwa konflik sengketa 

tanah sering timbul dalam berbagai lapisan masyarakat, banyak hal 

yang dapat menyebabkan konflik tersebut timbul antara lain adalah 

karena perebutan hak kepemilikan, penyerobotan dan bahkan 

penipuan dalam jual-beli. Konflik tersebut semakin menjadi 

                                                             
1 M. Arba, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 36. 

1 



2 
 

 

 

 

 

dikarenakan jumlah penduduk yang makin membesar, namun tidak 

diimbangi dengan luas tanah yang tersedia.2 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat 

absolute dan vital. Artinya, kehidupan manusia dipengaruhi dan 

ditentukan oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia tidak bisa 

dipisahkan dengan tanah, dengan kata lain manusia sulit untuk hidup. 

Tanah juga memiliki posisi yang sangat strategis dan sebagai 

kebutuhan yang mendasar, karena sebagian besar aktifitas dan 

kehidupan manusia bersentuhan dengan tanah, sehingga manusia 

dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dapat 

dirasakan mempunyai pertalian yang berakar dalam alam pikir 

manusia.3 

Sesuai dengan azasnya setiap hak atas tanah di Indonesia wajib 

didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian 

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 

dengan peraturan pemerintah”. Kepastian hukum terhadap hak atas 

                                                             
2 Dinda Keumala & Setiyono, Tip Hukum Praktis (Jakarta: Penerbit Raih Asa 

Sukses, 2009), 6. 
3 Sudjatmiko Adji Kurniawan, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak (Malang: Universitas 

Brawijaya, 2013), 32. 



3 
 

 

 

 

 

tanah itu ditandai dengan adanya pemberian sertifikat sebagai alat 

bukti kepemilikan tanah.4 

Menurut Budi Harsono, pendaftaran tanah adalah rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, 

dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai 

surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada 

haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.5 

Tujuan pendaftaran tanah telah dimuat dalam ketentuan Pasal 3 

dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa :6 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, maka 

memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan 

merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh 

                                                             
4 J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum 

Terdafrar Hak Atas Tanahnya (Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2014), 41. 
5 Putri Gracia Lempoy, “Kajian Hukum Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Yang 

Diduduki Seseorang Menurut Pasal 1963 KUHPerdata,” Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 

VI / (2017): 14. 
6 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah (Jakarta: Penerbit 

Kencana, 2010), 20. 
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undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan 

pendaftaran tanah meliputi: 

a) Kepastian status hak yang didaftar; 

b) Kepastian subjek hak; 

c) Kepastian objek hak. 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar. 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Sistem pendaftaran tanah yang diterapkan suatu negara 

didasarkan pada asas hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam 

mengalihkan hak atas tanah. Ada dua macam asas hukum dalam 

penguasaan tanah yaitu asas itikad baik yang artinya orang yang 

memperoleh suatu hak dengan itikad baik akan menjadi pemegang 

hak yang sah menurut hukum, dan asas yang lainnya adalah asas nemo 

plus yuris yang artinya orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi 

hak yang ada padanya. Keduanya memiliki sistem publikasi yang 

berbeda, dalam asas itikad baik, menganut asas publikasi positif, 

sedangkan dalam asas nemo plus yuris menganut sistem publikasi 

negatif. Di dunia ini, tidak ada satu pun negara yang menganut asas 
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publisitas tersebut secara murni, karena keduanya memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing.7 

Sistem publikasi negatif digunakan untuk melindungi 

pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak yang 

sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang 

terdaftar atas nama siapapun. Pada sistem publikasi negatif, sertifikat 

yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat. 

Hal ini berarti semua keterangan yang terdapat didalamnya 

mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan 

yang benar oleh hakim, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan 

menggunakan alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi 

negatif negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan 

oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat 

digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut.8 

Sedangkan dalam pendaftaran tanah dengan sistem positif, 

negara menjamin kebenaran data yang disajikan dalam buku tanah 

dan sertifikat hak atas tanah. Apabila pemegang hak atas tanah 

kehilangan haknya, maka ia dapat menuntut kembali haknya. Apabila 

kesalahan terjadi pada saat pendaftaran akibat kesalahan pejabat 

pendaftaran, maka orang yang kehilangan hak atas tanah tersebut 

                                                             
7 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), 117. 
8 Adrian Sutedi, 266. 
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dapat menuntut ganti kerugian berupa uang, sedangkan sertifikat 

sebagai alat bukti hak atas tanah tidak dapat dibatalkan, mengingat 

data dan keterangan yang tercantum didalamnnya dianggap telah 

pasti dan benar.9 

Negara kita menjalankan sistem publikasi negatif yang tidak 

murni, dalam artian negatif bertendensi positif. Artinya, pemegang 

hak atas tanah yang memiliki alat bukti sertifikat tanah, sewaktu-waktu 

dapat kehilangan haknya apabila ada pihak lain yang bisa 

membuktikan kepemilikannya, dan pembuktiannya dilakukan 

melalui sidang Pengadilan, akibatnya sertifikat akan dapat dibatalkan. 

Pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan 

kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak 

karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang disajikan. 

Berbeda halnya dengan pendaftaran tanah berdasarkan Sistem 

Publikasi positif, orang yang terdaftar sebagai pemegang hak atas 

tanah tidak dapat diganggu gugat haknya. Dalam sistem ini negara 

menjamin pendaftaran tanah yang sudah dilakukan adalah benar. 

Konsekuensinya proses pendaftaran tanah harus dilakukan dengan 

                                                             
9 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” Inovatif: Jurnal Ilmu 

Hukum, 2013, 5. 
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benar dan diteliti bahwa pemohon pendaftaran tanah adalah orang 

yang benar-benar berhak atas tanah yang didaftarkan.10 

Sertifikat tanah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat 

namun tidak berarti mutlak yang tidak dapat diganggu gugat atau 

tidak dapat dilawan dengan bukti lawan (tegen bewijs), namun lebih 

kuat lagi dari alat bukti yang lemah atau tiada alat bukti sama sekali, 

sehingga pendaftaran tanah berarti lebih menguatkan pembuktian 

bagi kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi tidak mutlak yang berarti 

pemilik yang terdaftar tidak dilindungi hukum dan bisa digugat 

sebagaimana dimaksud didalam penjelasan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 dan diubah menjadi PP 24 tahun 1997.11 

Pendaftaran tanah secara berkelanjutan merupakan cita-cita 

yang diharapkan UUPA demi tercapainya kepastian dalam bidang 

pertanahan. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997, memuat ketentuan bahwa pendaftaran tanah berdasarkan 

asas:12 

 

 

                                                             
10 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Jakarta: 

Penerbit Raih Asa Sukses, 2012), 52. 
11 Denico Doly, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang 

Berhubungan Dengan Tanah,” NEGARA HUKUM Vol. 2, No (2011): 11. 
12 Urip Santoso, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah (Jakarta: Kencana, 

2005), 17. 
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a) Asas Sederhana 

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 

maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-

pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas 

tanah; 

b) Asas Aman 

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 

tanah perlu diselenggarakan seara teliti dan cermat sehingga 

hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai 

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri; 

c) Asas Terjangkau 

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 

memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan 

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 

terjangkau oleh pihak yang memerlukan; 

d) Asas Mutakhir 

Asas ini dimkasudkan kelengkapan yang memadai dalam 

pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 

datanya.data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang 

mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan 

perubahan-perubahan yang terjjadi dikemudian hari. Asas ini 
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menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus 

menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan 

di kantor Badan Pertanahan selalu sesuai dengan keadaannya 

dilapangan; 

e) Asas Terbuka 

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau 

memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis 

yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, 

pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah meliputi kegiatan 

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (initial registration) dan 

Pemeliharaan Data tanah (maintenance). Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 

Sistematik dan pendaftaran tanah secara Sporadik, yaitu: 13 

1) Pendaftaran tanah secara Sistematik 

Merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 

wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran ini dilaksanakan atas 

prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja 

                                                             
13 Anika Selaka Murfini, “Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

Melalui Ajudikasi,” Jurnal Hukum, 2014, 26. 



10 
 

 

 

 

 

jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-

wilayah yang ditetapkan oleh menteri negara agraria/Kepala BPN. 

2) Pendaftaran tanah secara Sporadik 

Merupakan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu 

atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau 

bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individiual atau 

masal. Pendaftaran tanah secara Sporadik dilaksanakan atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak 

atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA dan telah disahkan 

pada tanggal 24 September 1960, dinyatakan sebagai tonggak yang 

sangat penting dalam sejarah perkembangan agraria/pertanahan di 

Indonesia yaitu sebagai salah satu upaya mewujudkan unifikasi 

hukum dalam bidang pertanahan, walaupun unifikasi tersebut dapat 

dinyatakan bersifat unik, karena masih memberikan kemungkinan 

berlakunya hukum adat dan agama.14 

Hukum adat dinyatakan menjadi sumber utama pembangunan 

Hukum Tanah Nasional, karena bahan utama dalam pembangunan 

                                                             
14 I Made Suwitra, “Konsep Komunal Regligius Dalam Pembentukan UUPA Dan 

Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Bali,” Jurnal Hukum PERSPEKTIF 

Volume XV (2010): 74. 
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Hukum Tanah Nasional dalam wujud: konsepsi (falsafah), asas-asas 

hukum, lembaga-lembaga hukum, untuk dirumuskan menjadi norma-

norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem hukum adat. 

UUPA dapat dinyatakan sebagai hasil penuangan hukum adat dalam 

perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.15 

Hukum adat dinyatakan sebagai pelengkap Hukum Tanah 

Nasional, maksudnya adalah jika suatu persoalan belum atau belum 

lengkap mendapat pengaturan dan tata cara pelaksanaan dalam 

Hukum Tanah Nasional, maka yang berlaku terhadapnya adalah 

Hukum Adat, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 dan 58 

UUPA. Secara filosofis, pembentukan UUPA ditujukan untuk 

mewujudkan apa yang digariskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945, 

bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Pernyataan ini mengandung arti bahwa menjadi 

kewajiban agar bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang 

diletakkan dalam kekuasaan Negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang 

                                                             
15 Benedicta Putri Dumatubun, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 

Dalam Rangka Memberikan Jaminan Kepastian Hukum,” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, bk. 41. 
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dimaksudkan adalah kesejahteraan lahir batin, adil dan merata bagi 

seluruh rakyat Indonesia.16 

Dengan diundangkannya UUPA, bangsa Indonesia mempunyai 

hukum tanah yang sifatnya Nasional, baik ditinjau dari segi formal 

maupun materilnya. Dari segi formal, sifat nasional UUPA dapat dilihat 

dari konsideransnya dibawah perkataan “menimbang” yang 

menyebutkan tentang keburukan dan kekurangan dalam hukum 

tanah yang berlaku sebelum berlakunya UUPA. Keburukan dan 

kekurangan tersebut antara lain dinyatakan bahwa hukum kolonial 

sebagian disusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari 

pemerintahan jajahan, Hukum tanah kolonial mempunyai sifat 

dualisme hukum, dan Hukum tanah kolonial tidak memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Dengan adanya 

kekurangan dan keburukan ini, maka Hukum tanah kolonial harus 

diganti dengan hukum tanah nasional yang dibuat oleh pembentuk 

Undang-Undang, dibuat di Indonesia, disusun dalam bahasa 

Indonesia, berlaku diseluruh wilayah Indonesia, dan meliputi semua 

tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia.17 

                                                             
16 Boedi Harsono, Hukum Agaria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2005), bk. 25. 
17 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 

1993), bk. 20. 
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Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian 

wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya 

untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang di haki nya. “Sesuatu” yang 

boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang 

merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas 

tanah yang diatur dalam Hukum Tanah negara yang bersangkutan. 

Kita juga mengetahui, bahwa hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat 

diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan 

tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga 

merupakan hubungan hukum-hukum konkret.18 

Hukum Tanah Nasional didasarkan pada Hukum Adat, oleh 

sebab itu dalam penyusunan hak-hak atas tanah dipergunakan juga 

sistematika hukum adat. Dalam sistematika pengelompokan hak-hak 

atas tanah. Terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok hak-hak atas tanah 

primer dan kelompok hak-hak atas tanah sekunder. Hak tanah primer 

adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara, sedangkan 

hak sekunder adalah hak atas tanah yang bersumber pada hak pihak 

lain.19 

Untuk menyelaraskannya dengan tata susunan hak-hak atas 

tanah dalam hukum adat, dalam Pasal 16 disebut hak membuka tanah 

                                                             
18 Boedi Harsono, Hukum Agaria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, bk. 265. 
19 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, bk. 10. 
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dan hak memungut hasil hutan dalam rangkaian hak-hak atas tanah, 

yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (1). Padahal hak-hak tersebut 

bukan hak atas tanah dalam arti yang sebenarnya, karena tidak 

memberi wewenang untuk menggunakan tanah, seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2). Hak-hak tersebut merupakan 

bentuk pengejawantahan Hak Ulayat dalam hubungan para warga 

masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah hak 

ulayatnya.20 

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 46, yang 

mengatur Hak membuka tanah dan Hak memungut hasil hutan, hak-

hak tersebut adalah hak-hak dalam Hukum Adat yang menyangkut 

tanah, bukan hak atas tanah. Dengan membuka tanah ulayat yang 

diikuti dengan penggunaannya secara nyata, barulah tercipta hak atas 

tanah yang bersangkutan. Sedang secara tegas dinyatakan dalam 

Pasal 46 ayat (2), bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil 

hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas 

tanah itu. Biarpun sistematikanya sama dengan Hukum Adat, tetapi 

macam-macam hak yang disediakan dalam Hukum tanah nasional 

lebih banyak dari pada yang dijumpai dalam Hukum Adat. Hak Guna 

Usaha dan Hak Guna Bangunan misalnya, sebenarnya masuk dalam 

                                                             
20 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia (Surabaya: 

Arloka, 2003), bk. 20. 
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golongan Hak Pakai, sebagai hak-hak yang memberi kewenangan 

untuk menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Tetapi 

karena masyarakat yang akan dilayani oleh Hukum Tanah Nasional 

dalam kehidupan dan kegiatan ekonomi dan sosialnya memerlukan 

diversifikasi dalam penggunaan tanah yang diperlukan, maka 

disediakanlah Hak Pakai dengan kewenangan khusus, dengan 

sebutan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.21 

Dengan diberlakukannya UUPA sebagai hukum tanah nasional, 

maka secara tidak langsung pemerintah pun membentuk kebijakan 

dan penseragaman terkait alat bukti kepemilikan dan penguasaan 

tanah yang masih banyak beredar di masyarakat, hal ini demi 

memberikan pemenuhan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

para pihak yang berhak atas tanah tersebut. Beberapa surat-surat 

bukti kepemilikan tanah yang berlaku sebelum adanya UUPA 

menganut dualisme hukum, Pertama bagi penduduk pribumi berlaku 

hukum adat, sedangkan yang kedua bagi golongan lainnya berlaku 

hukum Barat, karena pada masa penjajahan, sistem hukum 

pertanahan yang dijalankan pemerintah menganut dan berorientasi 

pada sistem hukum Belanda dan Eropa. Akan tetapi, pada kenyataan 

kepentingan golongan Bumi Putera selalu dalam posisi yang lemah 

                                                             
21 S. Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah (Jakarta: Grasindo, 2005), 

bk. 21. 
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bahkan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi hak-hak rakyat 

atas tanah dan mengabaikan keberadaan hukum (masyarakat) adat 

termasuk hak kepemilikan tanah adat (ulayat). 

Pendaftaran tanah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan-keterangan tertentu mengenai tanah-tanah tertentu, yang 

ada diwilayah-wilayah tertentu dengan tujuan tertentu untuk 

kemudian diproses/diperoleh, disimpan, dan disajikan dalam rangka 

memenuhi tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut.22 

Proses penyelenggaraan pendaftaran tanah berguna untuk 

kepentingan memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas 

tanah. Pihak yang dimaksud berkepentingan diatas adalah:23 

a) Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah, agar ia dapat dengan 

mudah membuktikan bahwa ialah yang berhak atas tanah yang 

bersangkutan. Contoh: dengan pendaftaran tanah maka akan 

diterbitkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat. 

b) Kepentingan Pihak Lain, maksudnya adalah kepentingan bagi 

calon pembeli dan calon kreditur, agar mereka dapat dengan 

mudah memperoleh data yang dapat dipercayai kebenarannya. 

                                                             
22 Abdulloh, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan 

Dengan Konteks Pendaftaran Tanah,” Jurnal Hukum, 2016, bk. 31. 
23 Anika Selaka Murfini, “Tinjauan Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis 

Melalui Ajudikasi,” bk. 74. 
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Contoh: karena administrasi dikantor Pertanahan  terbuka untuk 

umum, jadi siapapun yang berkepentingan bisa meminta Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

 

Ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA, menentukan bahwa 

untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari 

ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pendaftaran tanah 

dilaksanakan oleh pemerintah guna memberikan kepastian hukum 

mengenai hak-hak atas tanah yang ada diseluruh wilayah negara 

Republik Indonesia.24 

Sebelum berlakunya UUPA pendaftaran tanah hanya ditujukan 

bagi tanah-tanah tertentu yang tunduk pada hukum barat, misalnya 

hak eigendom, hak erfpacht, dan hak opstal. Pendaftaran tanah ini 

dikenal dengan Rechtkadaster. Adapun bagi tanah-tanah yang tunduk 

pada hukum adat misalnya, tanah yasan, tanah gogolan tidak 

dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang dilakukan atas 

tanah-tanah bekas hak adat tidak dilakukan semata-mata untuk 

memperoleh kepastian hukum, akan tetapi juga untuk menentukan 

siapa yang wajib membayar pajak atas tanah, yang dikenal dengan 

                                                             
24 J. Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah 

(Surabaya: Penerbit LaksBang Justitia, 2015), bk. 75. 
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Fiscal kadaster. Pendaftaran tanah untuk keperluan pajak tidak 

ditandai dengan tanda bukti hak berupa sertifikat tanah, melainkan 

berupa pipil, girik atau pethok.25 

Tanah adat dan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan 

yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat adat 

lebih mengedepankan rasa kekeluargaan. Asas kekeluargaan 

mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong-

royong, tenggangrasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanah adat dalam praktek 

lapangan adalah tanah yang dikuasai secara turun-temurun oleh suatu 

masyarakat tertentu yang dari zaman nenek moyangnya yang 

dikuasai minimal 20 tahun sebelum berlakunya UUPA yang dalam 

fisiknya didapati ada tanaman-tanaman keras yang ditanam dahulu 

seperti kayu-kayu besar yang diantaranya: 

1) Kayu Kempas;  

2) Kayu Kruweng;  

3) Kayu Damar;  

4) Kayu Meranti dan lain sebagainya, yang usianya lebih dari 30 

tahun.26 

 

                                                             
25 Abdulloh, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan 

Dengan Konteks Pendaftaran Tanah,” 15. 
26 S. Sumarsono, Mansyur, dkk, Pendidikan kewarganegaraan, (Jakarta: 

Cetakan ke-2, PT. SUN, 2002), 108  
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Sebagai contoh, masih banyak tanah-tanah bekas adat di 

Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah harus berkoordinasi dengan 

perangkat desa untuk menyesuaikan hak atas tanah bekas adat 

tersebut dan kemudian harus ditempuh konversinya terlebih dahulu 

(atas tanah adat), lalu setelah proses konversinya selesai, maka dicatat 

nama pemegang hak yang pertama pada sertipikat tanah tersebut dan 

bersamaan dengan itu dicatat pula nama penerima hak berdasarkan 

salinan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat menurut 

prosedur Pasal 25 PP 10 tahun 1961. Kemudian nama pemegang hak 

yang pertama dicoret. Rangkaian kegiatan ini dilakukan secara 

simultan. Akhirnya kepada penerima hak diberikan Sertipikat atas 

tanah yang bersangkutan, sebagai alat pembuktian yang kuat yang 

membuktikan perbuatan-perbuatan hukum yang mengaturnya 

termasuk lingkup Hukum Tanah. Jika sudah dikonversi dan 

disesuaikan hak atas tanahnya, maka kantor pertanahan dapat 

melakukan proses pendaftaran tanah pertama kali sesuai dengan 

standar operasional pelayanan yang ada dan sesuai dengan prosedur 

sampai dengan diterbitkannya sertifikat. 

Sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat pemilik tanah 

bekas adat yang masih memegang teguh alas hak dasar lama yang 

dimilikinya entah dari turun temurun karena pewarisan atau dari 

perbuatan hukum tertentu lainnya, bagi mereka cukup lengkap sudah 
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jika penguasaan tanah dibarengi dengan bukti kepemilikan surat atau 

alat bukti yuridis meskipun hanya selembar surat, apalagi yang 

mereka pegang adalah surat lama bekas bukti kepemilikan tanah 

adat. Stigma mereka bahwa surat lama yang di pegang membawa 

nilai historis dan mereka anggap semakin kuat untuk pembuktian jika 

terjadi perselisihan ataupun sengketa tanah. Padahal, pandangan 

masyarakat yang seperti ini adalah salah, karena dengan reforma 

agraria, hukum tanah berlaku menjadi hukum tanah nasional dan 

terhadap hak-hak lama sudah dihapuskan serta terhadap bidang 

tanahnya pun harus segera dilakukan pendaftaran pertama kali untuk 

mendapatkan sertifikat bukti alas hak yang baru, tanpa 

menghilangkan unsur historis didalamnya. 

Sejatinya pelaksanaan terkait pendaftaran tanah saat ini sedang 

gencar di lakukan oleh pemerintah, terlebih ketika pendaftaran tanah 

merupakan salah satu program strategis nasional yang di jalankan 

pemerintah untuk memeratakan pendaftaran tanah sampai ke seluruh 

Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, 

pelaksanaan pendaftaran tanah ini tidak dapat berjalan dengan 

maksimal apabila masyarakatnya pasif dalam menyikapi program ini. 

Pemerintah berperan sebagai fasilitator penjemput bola,  sedangkan 

masyarakat tetap berperan aktif mengajukan permohonan 

pendaftaran tanah. Terkecuali dalam hal masyarakat tidak mau di 



21 
 

 

 

 

 

pusingkan dengan sistem birokrasi dan atau prosedur yang panjang 

dan memakan waktu yang lama, masyarakat dapat menggunakan jasa 

hukum seorang Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah karena 

kemampuan dan kompetensinya yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat untuk mewakili kepentingan hukum  dalam melakukan 

pengajuan proses permohonan pendaftaran tanah. 

Setiap proses pembuatan sertifikat hak atas tanah, seluruh arsip 

dan rekam jejak data tersimpan dalam uraian Surat Keterangan dan 

dimasukkan ke dalam warkah bersama buku tanah, sehingga uraian 

dari surat tanah sampai dengan dasar pemberian sertifikat pada 

masyarakat terekam jelas pada kantor pertanahan. Disinilah letak 

peran Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat hukum 

yang memiliki kompetensi keilmuan untuk turut serta memberikan 

penyuluhan hukum dan edukasi pada masyarakat atau penghadap 

yang nantinya datang menghadap untuk meminta bantuan jasa hukum 

dalam proses pembuatan sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali, 

agar masyarakat menjadi mengerti dan secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya 

pendaftaran tanah demi meningkatkan kesejahteraan bersama. 

Namun, karena kurangnya perhatian dan keterbatasan 

jangkauan pemerintah sampai ke pelosok daerah tertentu 

mengakibatkan pendaftaran tanah menjadi tidak merata. Sampai saat 
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ini masih banyak sekali tanah adat yang belum di konversi dan 

disesuaikan kedudukannya menjadi apa yang sudah di amanahkan 

melalui UUPA, oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas 

penelitian ini secara lebih mendalam dan eksplisit dengan judul 

penelitian “PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM  

PENDAFTARAN TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana status dan kedudukan tanah bekas hak milik adat saat 

ini jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ? 

2. Bagaimana peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melakukan 

pendaftaran tanah terkait tanah bekas hak milik adat ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini, yakni : 

1. Untuk menganalisis mengenai status dan kedudukan tanah bekas 

hak milik adat saat ini jika ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
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2. Untuk menganalisis mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Tanah 

dalam melakukan pendaftaran tanah terkait tanah bekas hak milik 

adat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan untuk civitas akademika dalam bidang hukum 

Perdata Administrasi dan terkhusus dalam bidang Hukum Agraria, 

sebab pendaftaran tanah merupakan hal penting yang nantinya 

menunjang kesejahteraan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu 

pengetahuan bagi para praktisi hukum seperti Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, Pejabat Instansi Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan lainnya. 

a. Notaris 

Sebagai pejabat umum, penting bagi seorang notaris untuk 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pendaftaran 

tanah karena berkaitan dengan Sebagian dari pelaksanaan 

pengurusan tanah masuk dalam ranah tugas seorang notaris. 
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b. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

PPAT merupakan pejabat yang dipercaya sebagai pembantu 

kepala kantor pertanahan untuk mengurusi pelaksanaan 

mengenai pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

c. Badan Pertahanan Nasional 

Sebagai lembaga publikasi penting bagi kantor pertanahan 

untuk mengakomodir dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan penyelesaian masalah administrasi pertanahan. 

 
E. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Teori Kepastian hukum, menurut Mochtar Kusumaatmadja 

menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan 

adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia dimasyarakat, 

karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan 

kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal 

tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah 

Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa 

dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus 

diperhatikan, yaitu :kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner, hukum yang 
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dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan 

hukum yang responsif hanya lahir dari jika ada demokratisasi 

legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses 

legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang 

mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, 

dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap 

bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan 

masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri 

karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri 

(keadilan, kepastian, kemanfaatan).27 

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian 

kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan 

kepastian hukum dalam atau dari hukum.  Hukum yang berhasil 

menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah 

hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum 

memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta 

hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam 

hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya 

dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat 

ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang 

                                                             
27 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 2000), 15. 
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berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-

Undang dibuat berdasarkan rechstwekelijkheid (keadaan hukum 

yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat 

istilah-istilah yang dapat difatsirkan secara berlain-lainan.28 

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan 

mengetahui kejelasan   akan  hak  dan   kewajiban   menurut   

hukum.  Tanpa  ada kepastian hukum maka orang tidak 

mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui 

perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh 

hukum.  Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui 

penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan 

akan jelas pula penerapannya.  Dengan kata lain kepastian hukum 

itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta 

ancaman hukumannya. Teori kepastian hukum digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah mengenai kepastian hukum dalam 

penguasaan tanah negara secara tidak langsung yang di miliki 

oleh masyarakat. Penguasaan dan pemilikan tanah dengan alas 

hak dasar yakni akta autentik harusnya dilanjutkan dengan 

kegiatan pendaftaran tanah agar mendapatkan alat bukti hak 

yang makin kuat dan sempurna. Kepastian adalah perihal 

                                                             
28 Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 317. 
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(keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. 

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab 

secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara 

Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis. Kepastian 

Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan 

upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum 

adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu 

tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya 

kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang 

akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat 

diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri 

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma 

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan 

makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku 

bagi setiap orang.29 

2. Middle Theory 

Teori Kemanfaatan Hukum, aliran Utilitarianisme mempunyai 

pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan 

kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan 

                                                             
29 Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 385. 
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disini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga 

penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum 

bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan 

kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa 

setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-

undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum 

yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi 

masyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama 

didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan 

hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan 

tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia 

akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah 

salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat 

dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya 

sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum 

mempunyai sasaran yang hendak dicapai.30 

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin 

menjamin kebahagian yang terkesan bagi manusia dalam jumlah 

yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini 

bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan 

                                                             
30 Said Sampara, Pengantar Ilmu Hukum (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40. 
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kesenangan atau kebahagian yang terbesar bagi jumlah orang 

yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori 

berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini 

mengemukakan tiga hal yaitu:31 

a) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan 

seadil-adilnya hal-hal yang kongkret. 

b) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena 

itu isinya bersifat umum. 

c) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan 

hukum seorang. 

 

Pada dasarnya kemanfaatan hukum menurut Utrecht, bahwa 

hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan 

manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vanikan 

bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya 

kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung 

pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada 

yang lain). Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno 

Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah 

ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat 

                                                             
31 Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan 

Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh,” Jurnal Konstitusi 

Volume 13, (2016): 291. 
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pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang 

teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang 

berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan 

zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan 

tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, 

pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, 

berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, 

kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.32 

3. Applied Theory 

a) Teori Pendaftaran Tanah,  

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan 

keterangan-keterangan tertentu mengenai tanah-tanah 

tertentu, yang ada diwilayah-wilayah tertentu dengan tujuan 

tertentu untuk kemudian diproses/diperoleh, disimpan, dan 

disajikan dalam rangka memenuhi tujuan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut. Proses 

penyelenggaraan pendaftaran tanah berguna untuk 

kepentingan memberikan kepastian hukum dan kepastian hak 

                                                             
32 Surojo Wignyodipuro, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 

45. 
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atas tanah. Pihak yang dimaksud berkepentingan diatas 

adalah:33 

1) Kepentingan Pemegang Hak Atas Tanah, agar ia dapat 

dengan mudah membuktikan bahwa ialah yang berhak 

atas tanah yang bersangkutan. Contoh: dengan 

pendaftaran tanah maka akan diterbitkan surat tanda bukti 

hak berupa Sertifikat. 

2) Kepentingan Pihak Lain, maksudnya adalah kepentingan 

bagi calon pembeli dan calon kreditur, agar mereka dapat 

dengan mudah memperoleh data yang dapat dipercayai 

kebenarannya. Contoh: karena administrasi dikantor 

Pertanahan  terbuka untuk umum, jadi siapapun yang 

berkepentingan bisa meminta Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT). 

 

Ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA, menentukan 

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut dapat 

diketahui bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan oleh 

                                                             
33 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama 

Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, 20. 
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pemerintah guna memberikan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah yang ada diseluruh wilayah negara 

Republik Indonesia. Sebelum berlakunya UUPA pendaftaran 

tanah hanya ditujukan bagi tanah-tanah tertentu yang tunduk 

pada hukum barat, misalnya hak eigendom, hak erfpacht, dan 

hak opstal. Pendaftaran tanah ini dikenal dengan 

Rechtkadaster. Adapun bagi tanah-tanah yang tunduk pada 

hukum adat misalnya, tanah yasan, tanah gogolan tidak 

dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah yang 

dilakukan atas tanah-tanah bekas hak adat tidak dilakukan 

semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum, akan tetapi 

juga untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajak 

atas tanah, yang dikenal dengan Fiscal kadaster. Pendaftaran 

tanah untuk keperluan pajak tidak ditandai dengan tanda 

bukti hak berupa Sertifikat tanah, melainkan berupa pipil, 

girik atau pethok.34 

Dalam pendaftaran tanah, terdapat sistem pendaftaran 

tanah yang diterapkan suatu negara didasarkan pada asas 

hukum yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan 

hak atas tanah. Ada dua macam asas hukum dalam 

                                                             
34 Hartanto, Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum 

Terdafrar Hak Atas Tanahnya, 75. 
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penguasaan tanah yaitu asas itikad baik yang artinya orang 

yang memperoleh suatu hak dengan itikad baik akan menjadi 

pemegang hak yang sah menurut hukum, dan asas yang 

lainnya adalah asas nemo plus yuris yang artinya orang tidak 

dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. 

Keduanya memiliki sistem publikasi yang berbeda, dalam 

asas itikad baik, menganut asas publikasi positif, sedangkan 

dalam asas nemo plus yuris menganut sistem publikasi negatif. 

Didunia ini, tidak ada satu pun negara yang menganut asas 

publisitas tersebut secara murni, karena keduanya memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing.35 

Sistem publikasi negatif digunakan untuk melindungi 

pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak 

yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya 

yang terdaftar atas nama siapapun. Pada sistem publikasi 

negatif, sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti 

hak atas tanah yang kuat. Hal ini berarti semua keterangan 

yang terdapat didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan 

harus diterima sebagai keterangan yang benar oleh Hakim, 

selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan 

                                                             
35Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, 117. 
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alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi negatif 

negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan 

oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat 

dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah 

tersebut. Sedangkan dalam pendaftaran tanah dengan sistem 

positif, negara menjamin kebenaran data yang disajikan 

dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah. Apabila 

pemegang hak atas tanah kehilangan haknya, maka ia dapat 

menuntut kembali haknya. Apabila kesalahan terjadi pada 

saat pendaftaran akibat kesalahan pejabat pendaftaran, maka 

orang yang kehilangan hak atas tanah tersebut dapat 

menuntut ganti kerugian berupa uang, sedangkan sertifikat 

sebagai alat bukti hak atas tanah tidak dapat dibatalkan, 

mengingat data dan keterangan yang tercantum didalamnnya 

dianggap telah pasti dan benar.36 

Tidak ada negara yang benar-benar menerapkan sistem 

pendaftaran tanah dengan murni, seperti halnya Indonesia, 

yang menjalankan sistem publikasi negatif yang tidak murni, 

dalam artian negatif bertendensi positif. Artinya, pemegang 

hak atas tanah yang memiliki alat bukti sertifikat tanah, 

                                                             
36 Umiyati, “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Di Dasarkan Pada Alat 

Bukti Sertipikat Melalui Alternative Dispute Resolution,” Jurnal Spektrum Hukum Vol 

16,No, no. e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246 (2019): 23. 
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sewaktu-waktu dapat kehilangan haknya apabila ada pihak 

lain yang bisa membuktikan kepemilikannya, dan 

pembuktiannya dilakukan melalui sidang Pengadilan, 

akibatnya sertifikat akan dapat dibatalkan. Pendaftaran tanah 

dengan sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian 

hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak 

karena negara tidak menjamin kebenaran catatan yang 

disajikan. Berbeda halnya dengan pendaftaran tanah 

berdasarkan Sistem Publikasi positif, orang yang terdaftar 

sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat 

haknya. Dalam sistem ini negara menjamin pendaftaran tanah 

yang sudah dilakukan adalah benar. Konsekuensinya proses 

pendaftaran tanah harus dilakukan dengan benar dan diteliti 

bahwa pemohon pendaftaran tanah adalah orang yang benar-

benar berhak atas tanah yang didaftarkan.37 

b) Teori Jabatan 

Teori Jabatan, Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik 

Konstitusi mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan 

kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara 

keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu 

                                                             
37 Rosmidah, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia,” 39. 
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organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang 

mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain 

organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan 

kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari 

semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan 

organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau 

dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan 

beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak 

mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, 

yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan 

(natuurlijkpersoon) yang duduk atau didudukkan dalam suatu 

jabatan dengan tugas dan wewenang (taak en bevoegheid) 

untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. 

Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam 

suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggung jawabkan, 

kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (recht and plitch) 

tertentu.38 

a) Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban 

di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat 

fungsional satu sama lain. Penentuan tugas dan wewenang 

                                                             
38 Pebry Dirgantara, “Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang 

Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik,” Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, 

no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 12. 
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akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban 

dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi 

tindakan melampaui wewenang (detournement de 

pouvoir), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang 

(misbruik van recht). Sebaliknya, hak dan kewajiban 

memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan 

melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau 

tindakan konkret tertentu (recht-en feitelijke handelingen). 

Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang 

tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk 

tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak 

diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak 

akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan 

pertanggungjawaban. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum, yang diangkat 

oleh negara untuk mewakili perpanjangan tangan dari negara guna 

membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pembuktian autentik, serta merupakan pembantu kepala kantor 

pertanahan yang berwenang mengurusi dan melakukan 

pemberesan terkait persoalan pertanahan. 
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2. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

hak-hak atas tanah, meliputi kepastian hukum atas obyek bidang 

tanah (obyek hak), kepastian hukum atas subyek haknya (subyek 

hak), dan kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya. Selain 

memberikan kepastian hukum, pendaftaran tanah (recht kadaster) 

juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

tanah.  

3. Tanah Bekas Hak Milik Adat 

Tanah bekas hak milik adat termasuk dalam Hak ulayat, yakni 

kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat 

hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan 

warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat 

untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, 

dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat 

dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara 

lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara 

masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang 

bersangkutan. 
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G. Metode Penelitian 

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk 

mengetahui sesuatu dengan mengunakan cara-cara yang sistematis, 

dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut 

kebiasaan, metode dapat dirumuskan sebagai suatu tipe 

kemungkinan yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu 

teknik umum bagi ilmu pengetahuan dan suatu cara tertentu untuk 

melaksanakan suatu prosedur. Metode pada hakekatnya 

memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan 

mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang 

dihadapinya.39 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penulisan 

tesis ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Normatif. 

Penelitian hukum normatif (normative law research) 

menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku 

hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya 

adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang 

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap 

                                                             
39 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986), 10. 
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orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada 

inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, 

penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, 

taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. 40 

2. Pendekatan Masalah Penelitian 

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan 

dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara 

praktis maupun akademis.41 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan penulis, 

maka sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah 

bahan hukum Sekunder. Kegunaan Bahan Hukum Sekunder 

adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah 

mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder dapat 

digunakan sebagai panduan berfikir dalam menyusun 

                                                             
40 Abdul kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra 

AdityaBakti, Bandung, 52 
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), 93. 
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argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan atau 

memberikan pendapat hukum.42 

Bahan Hukum Sekunder, diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:43 

1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah 

yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau 

fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, 

yurisprudensi dan traktat. Dan dalam penulisan ini meliputi: 

a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 

1945; 

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-

Pokok Agraria; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah; 

                                                             
42 Sidharta Jujun S. Suriasumantri, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1995), 6. 
43 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23. 



42 
 

 

 

 

 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain 

berupa  penelitian dan penulisan di bidang hukum yang 

diperoleh dari literature hukum antara lain: Buku, Jurnal, 

Majalah, Internet, Tesis. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan–bahan hukum yang 

memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu 

memahami istilah yang digunakan dalam penelitian 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka 

(library research). Penelitian Pustaka (Library Research) adalah 

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan 

yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-

buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.44 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian hukum pada 

dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan 

penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Penelitian ini 

                                                             
44 Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan 

Artikel,  Mirra Buana Media, 2020, hlm. 32 
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menggunakan Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permasalahan.45 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis 

yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka 

pemikiran.46 Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah 

dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana 

sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian 

ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan 

lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara 

deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data 

yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.47 

 

 

 

 

 

                                                             
45Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,  (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1988), p. 35. 
46Ronny Hanitijo, p. 177. 
47 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar 

Maju, 2008), 35. 
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